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ABSTRAK 
Aulia Nurhikmah : Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 
70 ayat (3) Tentang Cuti Kampanye Calon Kepala Daerah Dikaitkan Dengan 
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016. 
 
Cuti kampanye calon Kepala Daerah diatur dalam Undang – Undang No.10 
Tahun 2016 Pasal 70 ayat (3). Pasal tersebut  diuji materil ke Mahkamah Konstitusi, 
oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh Undang – 
Undang tersebut. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pada uji materil dan 
menguatkan keabsahan Pasal 70 ayat (3) sebagai aturan cuti kampanye secara 
keseluruhan, baik petahana maupun bukan petahana. Sementara itu, Permendagri 
Nomor 1 Tahun 2018 merupakan aturan pelaksanaan Pasal 70 ayat (3). 
Tujuan penelitian ini untuk, mengetahui aturan pelaksanaan Undang – 
Undang No.10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat (3) yang mengatur cuti kampaye pasca 
putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan uji materil terhadap Undang 
– Undang dimaksud. 
Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah, aturan pelaksanaan undang 
– undang, aturan PERMENDAGRI yang menjelaskan pelaksanaan undang - 
undang, proses pengujian undang – undang di Mahkamah Konstitusi. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis), 
dengan pendekatan yuridis-normatif. Metode dan pendekatan ini dilakukan cara 
menelaah asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan aturan 
cuti kampanye, yang tertuang dalam Undang – Undang No.10 Tahun 2016 Pasal 70 
ayat (3), Keputusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XIV/2016, dan 
Permendagri No.1 Tahun 2018. 
Hasil pembahasan penelitian menemukan beberapa kesimpulan sebagai 
berikut. Pertama, aturan pelaksanaan Undang – Undang No.10 Tahun 2016 Pasal 
70 ayat (3) tentang cuti kampanye calon kepala daerah adalah Permendagri No.1 
Tahun 2018 tentang cuti di luar tanggungan negara. Kedua, Pasal 70 ayat (3) 
dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XIV/2016 sebagai 
aturan cuti kampanye bagi calon kepala daerah, sehingga permohonan gugatan pada 
pasal tersebut dinyatakan tidak berdasar secara hukum. Ketiga, putusan Mahkamah 
Konstitusi yang tertuang dalam putusan No.60/PUU-XIV/2016 bersifat final dan 
mengikat (binding), sehingga putusan tersebut bersifat akhir (tidak ada upaya 
hukum lanjutan) dan mengikat semua pihak yang terkait. Efek hukum yang timbul 
dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa pelaksanaan cuti kampanye, 
sebagaimana diatur oleh Permendagri No.1 Tahun 2018, mewajibkan bagi petahana 
yang mencalonkan kembali di wilayahnya untuk mengambil ijin cuti kampanye. 
